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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 23 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 29 TAHUN 2018 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT
UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Menimbang

(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik untuk Angkutan Barang di Laut, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun
2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk
Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service
Obligation) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan
Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban
Pelayanan Publik (Public Service Obligation);

bahwa untuk mengakomodir trayek baru yang ditetapkan
serta perubahan tarif dan penambahan rute muatan

balik daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan
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Mengingat

perbatasan, perlu dilakukan optimalisasi
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk
angkutan barang di laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut
untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public

Service Obligation);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 843);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun

2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk
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